
 
 

 

 
 
 

BUPATI POLEWALI MANDAR 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR 
NOMOR 10  TAHUN 2016 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR 

NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI POLEWALI MANDAR, 

Menimbang : a.  bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Kepada Kabupaten Tahun Anggaran 2016, maka 
dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dengan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 48 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016; 

 

 

SALINAN 



 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor  12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan PengelolaanDan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421);  

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);  

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 



 
 

10. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4540); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

19. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 



 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa 
Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

26. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

 

 



 
 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus 

Tambahan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; 

31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1); 

32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekwan 
DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 8); 

33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 

8); 

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 

Nomor 48); 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 48 
TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2016. 
 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 

 
1. Pendapatan: 

a. Pendapatan Asli Daerah  

Semula  Rp.   109.223.926.271,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  0,00 

Jumlah  Rp.   109.223.926.271,00  

 

 



 
 

b. Dana Perimbangan  

Semula  Rp.  1.178.090.156.000,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  0,00 

Jumlah  Rp.1.178.090.156.000,00  

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah  

Semula  Rp.   28.267.626.653,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  14.482.000.000,00 

Jumlah  Rp.   42.749.626.653,00 

Jumlah Pendapatan     Rp. 1.330.063.708.924,00 

2. Belanja: 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai  

Semula  Rp.   656.151.148.357,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.   0,00 

Jumlah  Rp.   656.151.148.357,00  

2) Belanja Bunga   

Semula  Rp.   27.000.000,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  0,00 

Jumlah  Rp.   27.000.000,00 

3) Belanja Hibah   

Semula  Rp.   10.500.000.000,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  0,00 

Jumlah  Rp.   10.500.000.000,00 



 
 

4) Belanja Bantuan Sosial  

Semula  Rp.   5.000.000.000,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  0,00 

Jumlah  Rp.   5.000.000.000,00 

5) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ 

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa  

Semula  Rp.   400.000.000,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  0,00 

Jumlah  Rp.   400.000.000,00 

6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada  

Provinsi/Kabupaten/Kota dan  

Pemerintahan Desa dan Partai Politik 

Semula  Rp.   146.899.121.880,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  0,00 

Jumlah  Rp.   146.899.121.880,00 

7) Belanja Tidak Terduga  

Semula  Rp.   3.000.000.000,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  0,00 

Jumlah  Rp.   3.000.000.000,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung    Rp. 821.977.270.237,00 

 

 

 



 
 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai  

Semula  Rp.   42.707.998.500,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  181.461.000,00 

Jumlah  Rp.   42.889.459.500,00 

 

2) Belanja Barang dan Jasa  

Semula  Rp.   205.065.428.754,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  911.783.199,00 

Jumlah  Rp.   205.977.211.953,00 

3) Belanja Modal  

Semula  Rp.   245.831.011.433,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  28.964.647.801,00 

Jumlah  Rp.   274.795.659.234,00 

Jumlah Belanja Langsung     Rp. 523.662.330.687,00 

 Jumlah Belanja     Rp.1.345.639.600.924,00 

  Surplus/(Defisit)  (Rp.15.575.892.000,00) 

3. Pembiayaan: 

a. Penerimaan  

Semula  Rp.   3.312.474.376,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  15.575.892.000,00 

Jumlah  Rp.   18.888.366.376,00 

 



 
 

b. Pengeluaran  

Semula  Rp.   5.000.000.000,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.         812.474.376,00 

Jumlah  Rp.   5.812.474.376,00 

 

 

4. Pembiayaan Netto     Rp.15.575.892.000,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan   Rp.   0.00 
 

 
Pasal 2 

 
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 3 
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 4 
Lampiran sebagaimana dimaksud / dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan 
anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 
 

Ditetapkan di Polewali 

pada tanggal 31  Maret  2016 
 

 BUPATI POLEWALI MANDAR, 
 
                   

                      ttd 
 

 
                                                 ANDI IBRAHIM MASDAR 
Diundangkan di Polewali   

pada tanggal  1 April  2016 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, 

  
     ttd 

 
ISMAIL, AM 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 
 

  

 Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Polewali  1 April 2016 

      KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 

 

 
 
 

Drs. RIJALUL GAIB, MM 
Pangkat : Pembina TK. I 

NIP   : 196707271994031017 


